
.1%,

u / E:
i*,-

i f- miJy-.

S>m;9

,.ra\ ■; -

!u;'●;■■«,

BUPATI KOTAWAmNGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2024 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-

Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HIdup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6557);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang



Penyeienggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2015 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 288);



DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

TIMUR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung

4.

6.



sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan

Kepala Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan

daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah

yang diperoleh dari pencapaian hasil RPJMD.

11. Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka

pikir atau kerangka keija untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan

secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

8.

Pasal 2

(1) RPJPD tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan

dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang.

(2) Visi RPJPD tahun 2025-2045 adalah Kotim Sejahtera,

Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan.

(3) Misi RPJPD tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 : mewujudkan transformasi sosial untuk

membangun SDM yang sehat, unggui, berdaya saing

dan adaptif;

Misi 2 : mewujudkan transformasi ekonomi yang

berdaya saing dan berkelanjutan;

c. Misi 3 : mewujudkan transformasi tata kelola

pemerintahan yang inovatif dan adaptif;

d. Misi 4 : mewujudkan stabilitas ekonomi dan ketertiban

umum;

e. Misi 5 : mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan

ekologi;

Misi 6 : mewujudkan pembangunan kewilayahan yang

merata dan berkeadilan;

g. Misi 7 : mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui

peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang

ramah lingkungan; dan

b.

f.



h. Misi 8 : mewujudkan pembangunan yang

berkesinambungan.

RPJPD tahun 2025-2045 disusun sesuai dengan kondisi

umum, karakteristik dan potensi daerah dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten.

(4)

BAB II

SISTBMATIKA PENULISAN

Pasal 3

(1) Sistematika RPJPD tahun 2025-2045 adalah sebagai

berikut :

a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;

e. Bab V Arab Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;

f. Bab VI Penutup.

RPJPD tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan RPJPD;

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil RPJPD

mencakup sasaran pokok, arah kebijakan, dan penahapan

untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan

jangka panjang daerah yang digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD kabupaten dengan

capaian sasaran RPJMD kabupaten; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD

kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan jangka

panjang nasional.

(1)

(2)



(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan

untuk memastikan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran

pokok pembangunan daerah jangka panjang dapat tercapai,

untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang

nasional.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJPD tahun 2025-2045 dapat dilakukan

apabila :

a. basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata

cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. basil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) huruf c mencakup teijadinya bencana alam,

goncangan/krisis politik, krisis ekonomi, konflik sosial

budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau

perubahan kebijakan nasional dan provinsi.

(3) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Masa berlakunya RPJPD tahun 2025-2045 sejak tanggal

1 Januari 2025

(2) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

daerah ini.



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin 

Timur. 

Diundangkan di Sampit 

pada tanggal 3D A<::)vSL\JS 2024 

SEKRET IS DAERAH 

KABUPATEN K 

Ditetapkan di Sampit 

pada tanggal 30 A5 LJ�tUS' 2024 

B · ARING N TIMUR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 

2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINS! 

KALIMANTAN TENGAH : 02, 51 / 2024 


